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3. Untuk mengetahui sejauh mana hubungan yang dapat dilihat antara Hukum
Administrasi Negara dengan Fungsi dan Peranan Kantor  Ketahanan Pangan
Kabupaten Serdang Bedagai selaku salah satu instansi pemerintah yang menangani

peningkatan ketahanan pangan.

C. PERMASALAHAN

Sudah merupakan suatu keharusan bagi suatu karya ilmiah atau skripsi didalam

mempermudah pembahasan maka diperlukan adnya suatu permasalahan yang harus

disesuaikan dengan topik atau judul yang sedang diajukan, karena permasalahan ini
menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan pembahasan selanjutnya. Dan yang
menjadi perumusan masalah didalam penelitian ini adalah sebagati berikut :

I Ap‘ukuh Kantor Ketahanan  Pangan  Kabupaten  Serdang  Bedagai  sudah
melaksanakan peran dan fungsinya untuk kesejahteraan masyarakat ?

2. Kebijakan apa saja yang dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten
Serdang Bedagai dalam meningkatkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Serdang
Bedagai ?

3. Bagaimanakah kaitan antara otonomi daerah dengan ketahanan pangan dalam

mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai ?
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D. HIPOTESA

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara atas permasatahan yang digjukan. Jadi

hipotesa dapat diartikan scbagai jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya

dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Adapun yang menjadi hipotesa penulis

dalam skripsi ini adalah :

1.

Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Serdang Bedagai telah melaksankan peran
dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Serdang Bedagai.
Dengan memberikan  kredit  ketahanan  pangan  kepada kelompok  tant dan
kelompok pangan, memberikan penyuluhan pangan dan pengkoordinasian antar
instansi  dilingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai akan dapat
menmingkatkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Serdang Bedagai.

Dengan diberlakukannya otonomi daaerah, Kantor Ketahanan Pangan diberikan
kewenangan yang luas untuk mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Serdang

Bedagai khususnya dalam peningkatan ketahanan pangan, berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

E. TUJUAN PENULISAN

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.

Dengan dipilihnya judul imi kita akan melihat sejauh mana PP nomor 68 tahun
2002 tentang Ketahanan Pangan dapat terlaksana pada era Otonomi Daerah di
Kabupaten Serdang Bedagai

Melalui  pembahasan  dalam  skripsi ini diharapkan akan  bisa  memberikan
pemahaman kepada masyarakat luas apa yang menjadi peranan dan fungsi Kantor

Ketahanan Pangan Kabupaten Serdang Bedagai
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3. Untuk memenuhi salah satu syarat mutlak bagi setiap mahasisiwa dalam mencapat

gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area

F. METODE PENGUMPULAN DATA

Untuk memperoleh atau menyimpulkan data-data yang diperlukan didalam pembahasan

skripsi ini, penulis menggunakan 2 ( dua ) metode, yaitu :

1.  Penelitian Kepustakaan ( Library Research )
Penulis disini melakukan penelitian dengan cara mempelajari bahan bacaan yang
telah ada terlebih dahulu, baik itu karangan ilmiah, majalah, buku bacaan, dan
beberapa literatur-literatur yang mendukung penulisan dan pembahsan skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan ( Field Research )
Metode ini merupakan salah satu cara yang dilakukan penulis di dalam
mengumpulkan data-data atau bahan-bahan yang berhubungan dengan judul
skripsi ini. Penulis langsung turun ke Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten
Serdang Bedagai, untuk melakukan pengamatan dan melakukan wawancara

dengan para pegawai yang berwenang memberikan informasi.



Jhonson Panjaitan - Fungsi dan Peranan Kantor Ketahanan Pangan dalam Meningkatkan ....

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Didalam penulisan skripsi ini penulis menyusun skripsi i dalam S (- Tima ) buah bab

dan masing-masing bab terscbut dibagi-bagi lagi dengan beberapa sub bab, antara lain

dapat discbutkan scbagai berikut :

BAB I

BABII

BAB III

PENDAIULUAN

Dalam bab pendahuluan ini akan dibahas hal-hal yang umum dalam
sebuah tulisan ilmiah, yaitu pengertian dan penegasan judul, alasan
pemilihan judul, permasalahan, hipotesa, tujuan pembahasan, metode
pengumpulan data dan terakhir adalah sistematika penulisan.

TINJAUAN UMUM TENTANG KETAHANAN PANGAN DAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Pengertian Ketahanan Pangan,
Sistem Ketahanan Pangan, Ketahanan Pangan dalam Kaitannya dengan
Kesejahteraan Masyarakat, Peranan Hukum Administrasi Negara dalam
Ketahanan Pangan untuk mensejahterakan masyarakat.

KETAHANAN PANGAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
PADA ERA OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN SERDANG
BEDAGAI

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian otonomi daerah,
Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia dan akan menjelaskan
Otonomi Daerah dalam Kaitannya dengan Ketahanan Pangan dan
Kesejahteraan masyarakat dan juga menuliskan sejarah berdirinya Kantor

Ketahanan Pangan Kabupaten Serdang Bedagan
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BAB 11
TINJAUAN UMUM TENTANG KETAHANAN

PANGAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

A. PENGERTIAN KETAHANAN PANGAN

Ketahanan Pangan merupakan prasyarat utama dalam menjalin stabilitas sosial,
politik dan pencgakan supremasi hukum. Stabilitas yang sangat diperlukan bagi
pertumbuhan ekonomi nasional yang merupakan prasyaratan bagi terwujudnya
ketahanan nasional. Dalam PP nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
disebutkan bahwa Pengertian Ketahanan Pangan adalah Kondisi terpenuhinya pangan
bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik
jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Pengertian ini berbeda dengan
pengertian ketahanan pangan kurang labih 32 tahun pemerintah orde baru, dimana
ketahanan pangan diartikan sebagat pencapaian swasembada ( beras ).

Persoalan Ketahanan Pangan di Indonesia sebenarnya tidak hanya menyangkut
pemenuhan kebutuhan beras, tetapi persoalan beras itu memang lebih menonjol,
mengingat hampir seluruh penduduk Indonesia merupakan konsumen beras. Pemenuhan
Ketahanan Pangan tidak dapat dilihat dari cukupnya produksi salah satu bahan pangan
misalnya padi saja. Ketahanan Pangan berarti tidak bergantung hanya pada beras tapi
keanekaragaman.

Konsep Ketahanan Pangan mengacu pada pengertian adanya kemampuan
mengakses pangan secara cukup untuk mempertahankan kehidupan yang aktif dan
sehat. Tercapainya ketahanan pangan nasional tidak berarti tiadanya masalah dalam
kctahanan pangan rumah tangga. Distribusi pangan yang tidak merata ditingkat regional

atau rumah tangga dapat memunculkan masalah ketahanan pangan di level bawah.

10
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B. SISTEM KETAHANAN PANGAN

Ketahanan Pangan merupakan suatu sistem yang fterdiri atas subsistem yang
terdiri atas subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Kinerja dari masing-masing
subsistem tersebut tercermin dalam hal stabilitas pasokan pangan, akses masyarakat
terhadap pangan, serta pemanfaatan pangan ( food utilization ) termasuk pengaturan
menu dan distribusi pangan dalam keluarga.

Kinerja dari ketiga sub sistem ketahanan pangan akan terlihat pada status gizi
masyarakat, yang dapat dideteksi antara lain dari status gizi anak balita ( usia dibawah
lima tahun ). Apabila salah satu atau lebih, dari ketiga sub sistem tersebut tidak
berfungsi dengan baik, maka akan terjadi masalah kerawanan pangan yang akan
berdampak peningkatan kasus gizi kurang dan / atau gizi buruk. Dalam kondisi

demikian, negara atau daerah dapat dikatakan belum mampu mewujudkan ketahanan

pangan.

1. Subsistem Ketersediaan

Sub sistem ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk
memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan
keamanannya. Terdapat acuan kuantitatif untuk ketersediaan, yaitu Angka Kecukupan
Gizi ( AKG ) rekomendasi Widya Karya Pangan dan Gizi VIII tahun 2004, dalam
satuan rata-rata perkapita perhari untuk energi sebesar 2.200 kilo kalori dan protein 57
gram. Angka tersebut merupakan standar kebutuhan energi bagi setiap inidividu agar
mampu menjalankan aktivitas sehari-hari. Disamping itu juga terdapat acuan untuk
menilar tingkat keragaman ketersediaan pangan, yaitu pola Pangan harapan ( PPH )
dengan skor 100 sebagat PPH yang ideal. Kinerja Keragaman ketersediaan pangan pada

suatu waktu dapat dinilai dengan metoda PPH.

11
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— sentra produksi ke sentra — sentra konsumsi, schingga (ercapai kescimbangan antara
pasokan dan kebutuhan. Apabila lembaga pemasaran bekerja dengan baik, maka tidak
akan terjadi fluktuasi harga terlalu besar pada musim panen maupun paceklik, pada saat
banjir maupun bencana alam.

Peraturan — peraturan pemerintah dacrah seperti baiaya retribusi dan pungutan
Jainnya dapat mengakibatkan biaya tinggi yang mengurangi efisiensi kinerja subsistem
distribusi, dilokasi pemasaran maupun pada proses transaksi sangat mempengaruhi
besarnya biaya distribusi. Untuk itu, iklim perdagangan yang adil, khususnya dalam
penentuan harga dan cara pembayaran perlu diwujudkan, sehingga tidak terjadi
eksploitasi oleh salah satu pihak terhadap pihak lain ( pihak yang kuat terhadap yang
leméh ). Dalam hal ini, penjagaan keamanan, pengaturan perdagangan yang kondusif
dan penegakan hukum menjadi kunci keberhasilan kinerja subsistem distribusi.

Stabilitas pasokan dan harga merupakan harga merupakan indikator penting
yang menunjukkan kinerja subsistem distribusi. Harga yang terlalu berfluktuasi dapat
merugikan petani produsen, pengolah, pedagang hingga konsumen, sehingga berpotensi
menimbulkan keresahan sosial. Oleh sebab itu hampir semua negara melakukan
intervensi kebijakan untuk menjaga stabilitas harga pangan pokok yang mempengaruhi
kehidupan sebagian besar masyarakat. Dalam kaitan ini pemerintah telah menerapkan
kebijakan stabilitas harga pangan, melalui pembelian maupun penyaluran bahan pangan
( beras ) oleh Perum Bolog.

Sistem perdagangan pangan global yang semakin terbuka dapat menjadi kendala
dalam upaya stabilitas harga pangan. Kebijakan-kebijakan subsidi domestik, subsidi
ckspor dan  kredit ckspor yang  diterapkan  oleh  negara-negara - cksportir  telah

menyebabkan harga pangan global terdistorsi dan tidak merefleksikan biaya produksi

14
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Dalam kondisi kegagalan berfungsinya salah satu subsistem diatas, maka
pemerintah perlu melakukan tindakan intervensi. Berbagai macam intervensi yang dapat
dilakukan adalah :

a.  Pada subsistem  ketersediaan  berupa bantuan /- subsidt - sarana produksi
( saprodi ), Kebijakan harga pangan, kebijakan impor / ckspor, kebijakan
cadangan pangan pemerintah;

b. Pada subsistem distribusi berupa penyaluran pangan bersubsidi, penyaluran
pangan untuk keadaan darurat dan operasi pasar untuk pengendalian harga
pangan; dan

c.  Pada subsistem konsumsi dapat dilakukan pemberian makanan tambahan untuk
kelompok rawan pangan / gizi buruk, pemberian bantuan tunai untuk

" meningkatkan kemampuan mengakses pangan.

C. KETAHANAN PANGAN DALAM KAITANNYA DENGAN

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Ketahanan Pangan sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan, dimana suatu
kelompok masyarakat belum dapat dikatakan sejahtera kalaulah masalah pangan
didaerahnya belum dapat teratasi. Karena pemenuhan kebutuhan pangan merupakan
suatu kebutuhan yang sangat penting dibanding kebutuhan-kebutuhan yang lain.
Permasalahan ketahanan pangan apabila tidak dapat sesegera mungkin diatasi akan
sangat berdampak terhadap kondisi keschatan masyarakat dan sosial politik di dacrah
tersebult.

Berdasarkan PP nomor 68 tahun 2002, disebutkan bahwa pengertian Ketahanan

Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari
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dengan pelaku mana saja. Model-model keterkaitan bapak angkat dan anak angkat perlu

disesuaikan dengan kaidah kesamaan kemartabatan ini.

Sedangkan kemandirian, mengandung makna bahwa ekonomi harus dibangun
pada pondasi yang kuat, yang memiliki akar yang kuat pada potensi sumber daya alam
yang tersedia, untuk menggerakkan ekonomi domestik. Oleh karena itu, pengembangan
agribisnis merupakan pilihan yang sangat tepat dan menjanjikan bagi pengembangan
ekonomi masyarakat pedesaan.

Dalam rangka membantu para petani untuk mewujudkan ketahanan pangan,
pemerintah melalui Badan Ketahanan Pangan telah melaksanakan pemberian kredit
kepada petani / kelompok tani yaitu :

- Pada tahun 1985 pemerintah menyediakan fasilitas Kredit Usaha Tani yang
disalurkan melalui Koperasi Unit Desa ( KUD ) untuk diteruskan kepada petani /
kelompok tani.

- Pada tahun 1999 pemerintah menyediakan kredit Ketahanan Pangan yang
merupakan pengganti dari kredit Usaha Tani yang kurang berkembang saat itu.

- Pada tahun 2003 hingga kini pemerintah meyediakan fasilitas kredit yang bernama
DPM-LUEP ( Dana Penguatan Modal Lambaga Usaha Ekonomi Pedesaan ) yang
bertujuan untuk menstabilkan harga gabah / padi pada saat panen raya yang
disalurkan melalui badan usaha yang bergerak dalam jual beli gabah yang ada di
pedesaan dan bekerja sama dengan kelompok tani yang ada di daerahnya

Membangun sistem perkreditan dan permodalan di tingkat petani kita tidak bisa
melepaskan diri dari upaya memperkokoh kelembagaan di tingkat petanin yakni

kelompok tani dan koperast. Dalam cra reformasi saat ini dan adanya era pembaharuan
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para petani, juga berperan dalam pembinaan dan pemberdayaaan kelompok, membantu
penyaluran saprodi, serta berperan dalam membantu penyaluran dan pengembalian

kredit dari pemerintah maupun swasta ( perbankan ).

3. Kemitraan Usaha

Kemitraan Usaha dalam filosofinya adalah dua pihak yang melakukan kerjasama
dengan prinsip kesetaraan, saling hidup menghidupi dan saling menguntungkan.
Sehubungan dengan itu, seyogyanya tidak memandang pada kesetaraan, besar kecilnya
kelembagaan yang bermitra, ataupun besar kecilnya assef yang dimiliki masing-masing.

Dalam kemitraan antara petani dengan perusahaan, agar tercipta kesetaraan,
maka petaninya harus dalam bentuk lembaga ekonomi, dimana dia akan bermitra
dengan suatu  perusahaan atau  konsorsium perusahaan (ertentu.  Sementara  itu,
kerjasama dengan perbankan, industri pupuk atau dengan perusahaan lainnya dapat
diatur dengan sistem bisnis biasa. Sedangkan peranan pemerintah berfungsi sebagai
fasilitator, dinamisator dan fungsi pengawasan saja.

Kemitraan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 adalah
kerjasama usaha antara usaha kecil ( termasuk petani nelayan ) dengan usaha menengah
atau usaha besar. Upaya ini disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha
menengah serta usaha besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling
memperkuat dan saling menguntungkan.

Dalam pelaksanaannya, azas kemitraan usahatani tersebut petani terhimpun
dalam kelompok tani atau koperasi, agar memenihu iklim skala usaha ekonomi,
schingga memiliki posist tawar yang kuat. Sclanjutnya, dalam pelaksanaan usaha tani
tersebut, petani diarahkan untuk menjalin suatu hubungan kerjasama atau kemitraan

dengan para pengusaha / industri, atau dengan pihak lainnya.
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Kemitraan yang diterapkan BIMAS adalah :

1. Petani / kelompok Tani sebagai mitra tani yang menghasilkan produksi;

2. KUD / BUMN / supplyer swasta scbagai mitra media yang akan manampung,
mengeringkan dan menyimpan untuk kemudian menyalurkan hasil pertanian
secara bertahap kepada pengusaha / industri pengolah ( makanan ternak ) atau
pengusaha lainnya;

3. Industri pengolah makanan, mitra industri dan pengusaha pemasaran yang
menampung dari mitra media;

4. Industri benih ( mitra benih ) dan pengusaha pemasaran benih (mitra jasa benih)
yang akan memenuhi kebutuhan benih dengan harga , jumlah dan waktu yang
tepat. Sekalipun dalam pengembangan kemitraan sekarang ini, keempat hal

tersebut, berubah menjadi komponen yang dimitrakan.

D. PERANAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM KETAHANAN

PANGAN UNTUK MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT

Dalam setiap negara modern masa kini banyak sekali campur tangan penguasa
Negara ke dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yakni :
1) Campur tangan di bidang politik
2) Dalam bidang ekonomi
3) Dalam bidang sosial budaya ; kehidupan keluarga, perkawinan, perhimpunan,
hiburan, kesenian, olah raga, dan sebagainya
4) Dalam bidang agama dan kepercayaan, dan

5) Dalam bidang tcknologi.

21



Jhonson Panjaitan - Fungsi dan Peranan Kantor Ketahanan Pangan dalam Meningkatkan ....



Jhonson Panjaitan - Fungsi dan Peranan Kantor Ketahanan Pangan dalam Meningkatkan ....



Jhonson Panjaitan - Fungsi dan Peranan Kantor Ketahanan Pangan dalam Meningkatkan ....

4. Teori Kemakmuran bersama ( Coomon Weal )

Yang menyatakan bahwa kepentingan masyarakat yang utama adalah
kebahagiaan dan kemakmuran bersama, dimana ketegangan-ketegangan sosial ( social
tensions ) dapat dikendalikan dengan baik, dan perbedaan antara si kaya dan si miskin
tidak melebar secara membahayakan.

Dari keempat teori kepentingan umum diatas teori yang sangat berhubungan
dengan pembahasan skripsi ini adalah teori kesejahteraan. Dimana dalam teori tersebut
di katakan bahwa pejabat administrasi negara didalam mengambil keputusan atau
kebijakan yang bertujuan untuk kepentingan umum harus mengutamakan bagaimana
kebijakan tersebut harus bagaimana membuat masyarakat tidak susah mencart makan.
Hukum Administrasi Negara menjadi patokan bagi setiap para lembaga atau pejabat
pemerintah didalam mensejahterakan masyarakat, dimana ukuran yang menjadi
dikatakan masyarakat telah sejahtera adalah ketika kebutuhan yang paling hakikinya
telah terpenuhi, dan salah satu kebutuhan yang paling hakiki tersebut adalah pemenuhan
pangan di setiap keluarga.

Jadi dari uvaraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa peranan Hukum Administrasi

Negara dalam ketahanan pangan adalah sebagai berikut :

1. Menjadi patokan bagi pejabat dan lembaga pemerintah yang membidangi masalah
ketahanan pangan didalam menetapkan kebijakan mulai dari perencanaan,

pelaksanaan serta pengawasan tentang ketahanan pangan secara nasional maupun

regional.

2. Dengan menerapkan teori-teori yang ada pada Hukum Administrasi Negara,
lembaga atau pejabat pemerintah yang membidangi masalah ketahanan pangan akan

sangat terbantu didalam membuat kebijakan bagaimana masalah ketahanan pangan
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seperti  ketersediaan  pangan, distribusi  pangan, keamanan - pangan, dan

penganekaragaman pangan dapat terjamin pada level paling bawah yaitu keluarga.

Hukum  Administrasi Negara menjadi dasar bagi sctiap fembaga dan pejabat
pemerintah untuk saling berkoordinasi dalam mewujudkan ketahanan pangan di
daerahnya, karena kita tahu didalam mewujudkan ketahanan pangan di suatu daerah
tentunya tidak bisa di tangani secara menyeluruh oleh satu instansi atau lembaga
saja, melainkan penanganan ketahanan pangan disuatu daerah harus memerlukan

suatu kerjasama dan koordinasi antar instansi yang ada di suatu daerah otonom.

Didalam menetapkan Kebijakan Ketahanan Pangan untuk mensejahterakan
masyarakat, Hukum Administarsi Negara mempunyai peran yang sangat penting
didalam mengatur bagaimana hubungan antara :

- Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Propinsi atau sebaliknya,

- Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten atau sebaliknya,

- Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten atau sebaliknya,

- Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Propinsi yang lain,

- Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten yang lain,

- Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Kabupaten yang lain,

- Pemerintah Kabupaten dengan Kecamatan yang ada di daerahnya.
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pada saat ini secara nyatamenimbulkan konsekuensi bertambahnya kewenangan
pemerintah daerah sebagai akibat dari pelimpahan urusan (- wewenang ) yang semula

dilakukan oleh pemerintah pusat yang kemudian dialihkan kepada daerah.

B. SISTEM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA

1. Pengertian Hukum Administrasi Negara.

Hukum Administrasi Negara adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan hukum;
dan oleh karena hukum itu sukar dirumuskan dalam sauatu defenisi yang tepat, maka
demikianlah pula halnya dengan Hukum Administrasi Negara sukar diadakan suatu
perumusan yang sesuai dan tepat. Berikut penulis mencoba menguraikan beberapa
perumusan Hukum Administrasi Negara dari beberapa para sarjana hukum, seperti yang
terlihat dibawah ini :

1. Prof. Djokosutono, SH memandang Hukum Administrasi Negara sebagai hukum
mengenai hubungan — hubungan antara jabatan — jabatan negara satu sama lainnya
serta hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan negara itu dengan para
warga masyarakat.

2. Prof. Dr.Prajudi Atmosudirdjo, SH berpendirian, bahwa tidaklah ada perbedaan
juridis prinsipiil antara hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Menurut
beliau, perbedaannya hanyalah terletak pada titik berat dari pada pembahasannya;
Dalam mempelajari Hukum Tata Negara kita membuat “ focus “ terhadap Konstitusi
Negara scbagai keseluruhan, sedangkan dalam membahas Hukum Administrasi
Negara kita menitikberatkan perhatian kita secara khas kepada administrasi saja dari
pada ncgara.

3. Prof.DrJ.H.A.Logemann dalam bukunya yang berjudul * Over de theorie van een

stellig staatsrecht “ menegaskan bahwa, Hukum Administrasi Negara ialah
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serangkaian kaidah hukum yang menyelidiki hubungan-hubungan hukum khusus
yang ditimbulkan untuk memungkinkan para pejabat didalam menjalankan tugas
kemasyarakatannya yang khusus. Tetapi kemudian Prof. Logemann dalam bukunya
yang lain * Staatsrecht van Indonesia * merumuskan : * Hukum Administrasi
Negara ialah kaedah-kaedah hukum khusus yang mengatur cara bagaimana
organisasi negara ikut serta didalam pergaulan kemasyarakatannya.

4. Prof Mr.Dr.L.J.van Apeldoorn dalam bukunya “ Inleiding tot de studie van het
Nederlandse Recht “ menjelaskan, bahwa Hukum Administrasi Negara dalam arti
material adalah keseluruhan aturan yang hendaknya diperhatikan oleh para
pendukung kekuasan ( penguasa ) yang diserahi suatu tugas pemerintahan dalam

tugas melakukan pemerintahan itu.

2. Sumber Hukum Administrasi Negara
Sumber - sumber hukum dalam arti formal diperhitungkan ierutama “ bentuk

tempat hukum itu dibuat menjadi positif oleh instansi Pemerintah yang berwenang”.
Dengan kata lain, bentuk wadah sesuatu badan pemerintah tertentu dapat menciptakan
hukum. Yang dimaksud dengan sumber hukum dalam arti formal di Indonesia, secara
hierarkhi sebagaimana telah diatur dalam ketetapan MPRS No. XX / MPR / 1966
adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Dasar 1945 ( UUD 1945)

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ( TAP MPR )

¢. Undang — Undang (UU )

d. Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang ( PERPPU )

e. Peraturan Pemerintah ( PP )

f. Keputusan Presiden ( Keppres )
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g

h.

[nstruksi Presiden ( Inpres ), dan

Peraturan Menteri ( Permen )

Sedangkan dalam praktek masih dikenal adanya Instruksi Menteri dan Surat Menteri.

Dalam pada itu berdasarkan Undang-Undang n0.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah dikenal dengan adanya Peraturan Dacrah ( Perda ) dan Peraturan Kepala

Daerah.

Selain sumber hukum yang tertulis diatas ada beberapa sumber Hukum

Administarsi Negara yang tak kalah pentingnya, yaitu sebagai berikut :

a.

Yurisprudensi, yaitu ajaran hukum yang tersusun dari dan dalam peradilan yang
kemudian dipakai sebagai landasan hukum, selain pengertian diatas
yurisprudensi juga diartikan sebagai himpunan putusan-putusan pengadilan yan
disusun secara sistematik.

Dokitrin, yaitu pendapat — pendapat para pakar hukum administrasi negara yang
berpengaruh. Yang mana pendapatnya sering dipergunakan sebagai sumber
dalam pengambilan keputusan.

Hukum tidak tertulis, merupakan hukum yang tidak dibentuk oleh suatu badan
legislatif ( unstatutory law ), yaitu hukum yang hidup sebagai konvensi di
badan-badan hukum negara, hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim

dan hukum kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat atau hukum adat.

4. Keputusan Tata Usaha Negara ( Beschikking )

Keputusan Tata Usaha Negara / Keputusan Administratif merupakan suatu

pengertian yang sangat umum dan abstrak, yang dlam praktik tampak dalam bentuk

keputusan-keputusan yang sangat berbeda. Namun demikian keputusan-keputusan

30



Jhonson Panjaitan - Fungsi dan Peranan Kantor Ketahanan Pangan dalam Meningkatkan ....
administratif juga mengandung ciri-ciri yang sama, karcna akhirnya dalam teori hanya
ada satu pengertian Keputusan Administratif.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 UU nomor 5 tahun 1986, bahwa
sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha
Negara antara orang atau badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara, baik pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata
Usaha Negara ( KTUN ). Pasal 1 angka 3 merumuskan KTUN adalah suatu penetapan
tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi
tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang bersifat konkret, individual dan f{inal yang menimbulkan akibat hukum

bagi sescorang atau badan hukum perdata.

C. OTONOMI DAERAH DALAM KAITANNYA DENGAN KETAHANAN
PANGAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Praktek penyelenggaraan pemerintahan yang otoriter dan sentralistis pernah kita
alami semasa orde baru. Apa yang dapat dijadikan cermin dari masa lalu adalah
dominasi negara dalam setiap aspek kehidupan. Sebagai konsekwensi dari peran negara
yang begitu dominan adalah terpinggirkannya atau bahkan sengaja dipinggirkannya
rakyat dalam setiap proses pembangunan.

Kekeliruan utama dari sentralistik adalah ketidakmauannya menyadari dan
mengakui bahwa daerahlah yang sesungguhnya paling mengetahui apa yang dibutuhkan
masyarakatnya. Dengan kata lain, pelayanan yang lebih baik adalah pelayanan yang
paling dckat dengan masyarakat yang dilayani. Semakin jauh pemberi layanan dengan

yang akan dilayani, akan memberikan peluang bagi kekeliruan dan penyimpangan.Suatu
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lebih maksimal didalam hal melayani masyarakatnya dan melaksanakan pembangunan
di dacrahnya. Karena kewenangan urusan-urusan pemerintah dacrah itu tentunya akan
dibarengi dengan anggaran untuk mendukung pelaksanaan urusan — urusan pemerintah
daerah tersebut. Luasnya urusan-urusan pemerintahan yang didelegasikan ke
pemerintah daerah tentunya akan berbanding lurus dengan anggaran yang akan dikelola
oleh pemerintah daerah. Hal ini tentunya akan sangat menunjang pembangunan dalam
rangka kescjahteraan masyarakat secara merata.

Salah satu urusan pemerintah daerah yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah
pusat adalah urusan ketahanan pangan. Namun sejak diberlakukannya otonomi daerah,
urusan ketahanan pangan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah
Propinsi / Kabupaten, mengkristalkan urusan — urusan dalam hal peningkatan ketahanan
pangan didacrahnya dengan membentuk suatu Badan Ketahanan Pangan Propinsi /
Kabupaten yang merupakan satuan organisasi struktural di lingkungan pemerintah
daerah.

Dengan berdiri sendirinya lembaga yang menangani Ketahanan Pangan dengan
nama Badan Ketahanan Pangan pada setiap pemerintah daerah, tentunya akan
memberikan dampak positif dalam hal pembangunan dibidang peningkatan ketahanan
pangan di daerahnya. Karena daerah akan secara otonom melaksanakan pembangunan
ketahanan pangan didaerahnya melalui program-program peningkatan ketahanan
pangan. Didalam melaksanakan program-program dalam rangka peningkatan ketahanan
pangan di daerahnya tentunya pemerintah daerah akan lebih paham dan mengerti apa
yang menjadi kebutuhan didaerahnya dan menjawab permasalahan ketahanan pangan
yang terjadi di dacrahnya dibandingkan dengan apabila pemerintah  pusat yang

mengurusinya seperti sebelum masa otonomi daerah. Dengan kondisi yang demikian
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maka dapat dilihat bahwa otonomi dacrah sangat crat hubungannya dalam peningkatan

kesejahteran masyarakat.

D. SEJARAH BERDIRINYA KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
SERDANG BEDAGAL

Dengan disahkannya Undang-Undang nomor 36  tentang pembentukan
Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai menjadi dasar hukum bagi terbentuknya
Kabupaten Serdang Bedagai dengan Deli Serdang sebagai kabupaten induk. Sebagai
salah satu daerah pemerintahan yang baru, Kabupaten Serdang Bedagai tentunya belum
meﬁliliki struktur pemerintahan yang komplit seperti kabupaten-kabupaten yang telah
ada sebelumnya. Struktur pemerintahan int sangat diperlukan bagi sebuah daerah
pemerintahan yang baru. Ini diperlukan untuk mempercepat cita-cita masyarakat di
daerah itu sehingga dibentuknya daerah pemerintahan yang baru. Dan yang paling
dicita-citakan masyarakat dengan terbentuknya suatu kabupaten yang baru adalah
percepatan pembangunan di daerahnya yang mengarahkan mereka pada peningkatan
kesejahteraan.

Sadar akan perlunya pemimpin yang memimpin untuk terbentuknya struktur
pemerintahan yang baru di daerah Kabupaten Serdang Bedagai, Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Mendagri Nomor : 131.21-26 tahun 2004
tanggal 6 Januart 2004 tentang Pengangkatan Pejabat Bupati Serdang Bedagai,
mengangkat Drs.Chairullah, SIP, MAP sebagai Pejabat Bupati Serdang Bedagai yang
dilantik tanggal 15 Januari 2004 di Medan oleh Gubernur Sumatera Utara.

Untuk menjalankan roda pemerintahan, Pejabat Bupati Serdang Bedagai
mengeluarkan Keputusan nomor 06 Tahun 2004 tentang Organisasi Lembaga Teknis

Daerah Kabupaten Serdang Bedagai  yang mengacu  kepada  Surat  Menteri
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

o

LI

Pelaksanaan Otonomi Daerah memberikan dampak positif bagi percepatan
pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melihat luasnya bidang kerja yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Kantor
Ketahanan Pangan Kabupaten Serdang Bedagai. instansi pemerintah ini
memiliki peran penting dalam mensejahterakan masyarakat di Kabupaten
Serdang Bedagai.

Keberadaan Kantor Ketahanan Pangan di Kabupaten Serdang Bedagai sangat
diperlukan masyarakat di daerah ini mengingat Kabupaten Serdang Bedagai
merupakan salah satu kabupaten sentra pangan ( beras ) yang ada di Propinsi
Sumatera Utara, tetapt masyarakat Serdang Bedagai belum danat merasakan
secara signifikan keberadaan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Serdang
Bedagai melalui program-programnya. Hal ini dikarenakan sangat terbatasnya
anggaran yang tertampung didalam APBD dan APBN untuk pelaksanaan

program-program peningkatan ketahanan pangan di daerah ini. Disamping itu

juga karena minimnya jumlah pegawai yang ada di Kantor Ketahanan Pangan

Serdang Bedagai didalam merealisasikan tujuan dan fungsinya.

Koorporasi Perencanaan Peningkatan Ketahanan Pangan melalui wadah Dewan
Ketahanan Pangan perlu terus dimantapkan dan dikembangkan dengan lebih
menekankan kepada pelaksanaan tugas dan fungsi dinas / instansi masing-
masing schingga koorporasi perencanaan tersebut lebih membawa hasil yang

lebih baik.
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5.

Kctergantungan masyarakat pada bahan pangan utama beras masth sanga linggl.
Untuk itu kebijakan konsumsi bahan pangan yang beragam, bergizi, berimbang

harus terus dikembangkan dan disosialisasikan sejak dini ditengah masyarakat.

B. SARAN

1.

Melihat pentingnya peran dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten
Serdang Bedagai, maka sudah sepantasnya Kantor Ketahanan Pangan
Kabupaten Serdang Bedagai dinaikkan eselonsinya menjadi eselon II ( dua )
sehingga dapat memperlancar koordinasi antar instansi yang tergabung dalam
Dewan Ketahanan Pangan, yang berdampak tercapainya peningkatan ketahanan
pangan di Kabupaten Serdang Bedagai.

Perlunya di perbanyak lumbung pangan di Kabupaten Serdang Bedagai terutama
Lumbung Padi, mengingat luasnya dan tingginya produksi gabah di daerah ini,
hal ini berguna untuk mengamankan stock gabah dan meningkatkan harga gabah
disaat panen raya.

Untuk menstabilkan harga gabah di Kabupaten Serdang Bedagai, program Dana
Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan ( DPM-LUEP ) yang
dialokasikan untuk Kabupaten Serdang Bedagai sebesar Rp 1.500.000.000,-
yang dananya tersebut berasal dari APBN, dirasakan belum dapat membantu
menstabilkan harga gabah di Kabupaten Serdang Bedagai, mengingat luasnya
dan tingginya produksi gabah di daerah ini. Oleh karena itu Pemerintah
Kabupaten Serdang Bedagai melalui pihak-pihak yang berwenang perlu
membuat program serupa yang dananya berasal dart APBD Kabupaten Serdang
Bedagai, schingga akan bertambah banyak peluang Badan Usaha yang ada di

daerah in1 untuk mengikuti program DPM-LUEP ini. Semakin banyak Badan
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pula gabah petani yang akan ditampung oleh Badan Usaha tersebut dengan
mengeunakan DPM-LUEP yang diterimanya Karena Badan Usaha yang
mendapat DPM-LULEP tersebut akan membeli gabah petant yang tergabung
dalam mitranya dengan harga minimal yang ditetapkan oleh pemierintah yaitu
Rp 2030 / Kg GKP ( Gabah Kering Panen ), apabila harga gabah atau padi
anjlok, yang tentunya ini akan berdamapak kepada peningkatan kesejahteraan

petani yang tergabung dalam mitra usaha Badan Usaha yang mendapatkan

DPM-LUEP tersebut.
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